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Sambutan
Direktur JenderaKelembagaan IPTEn Dikti

Sejak tanggal 10 Agustus 2012 telah dilakukan pembaruan dan strategi
pembangunanpendidikantinggi melalui penerbitan UndangUndangNo. 12 Tahun
2012 TentangPendidikanTinggi(UU Dikti). Untuk memenuhiamanatUU Dikti pada
tahun 2016 telah diterbitkan PermenristekdiktiNo. 100 Tahun 2016 Tentang
Pendirian,Perubahan,Dan PembubaranPerguruanTinggiNegeri, Serta Pendirian,
PerubahandanPencabutan IziRerguruanringgiSwasta.

Sementaraitu, Surat EdaranMenristekdikti tanggal 21 September2016 Nomor: 2/M/SE/IX/2016
Tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru Dan PembukaanProgram Studi, menyatakan bahwa
terhitung sejakl Januari2017 akanditerapkankebijakanpemberianizin pendirianperguruantinggi
barudan pembukaamprogram studsebagaberikut:

1. Pendirian perguruantinggi baru yang menyelenggarakarmpendidikan akademik (Universitas/
Institut/Sekolah Tinggi)akan dilakukan moratorium sampaibatas waktu yang akan ditentukan
kemudian;

2. Pendirian perguruan tinggi baru hanyadiberikan untuk perguruantinggi vokasidan Institut
Teknologi;

3. Pembukaanprogram studi akan diberikan untuk program studi di bidang science technology,
engineering danmathematic (STEM)

4. Pendirianperguruantinggi dan pembukaanprogramstudi sebagaimanaimaksudpadaangkal,
angka2, danangka3 dapatdikecualikarbagi:

a. daerahterdepan,terluar, dantertinggal(3T);dan
b. daerahtertentu dengankondisidankebutuhankhusus.

MemenuhiamanatPermenristekdiktdi atasdanmemperhatikarSurat EdaranMenristekdikti, maka
parapengusuperlu dipandudalammemenuhipersyaratardan prosedur pendirianperguruantinggi
swasta,dan pembukaanprogram studi pada perguruantinggi.

Denganmematuhi semuapersyaratandan proseduryangtelah ditetapkan, diharapkanusul yang
diajukan dapat diprosessecaratepat waktu, sehinggabaik perguruantinggi yang didirikan atau
diubah maupun program studi yangdibukaatau diubah, mampuuntuk berkontribusipositif dalam
penyelenggaraarpendidikan tinggi dan pengelolaanperguruantinggi untuk meningkatkandaya
saingbangsa.

Atasperhatiansemuapihak,kamisampaikarterima kasih.

Jakarta,l Oktober2018
DirekturJenderaKelembagaahPTEKanDIKTI

PatdonoSuwignp



Pengantar

DirekturPengembangan Kelembaga@arguruarTinggi

Sepanjangtahun 2016 telah diproses berbagaiusul pendirian perguruan tinggi
swasta, dan pembukaan program studi di lingkungan perguruan tinggi.
Pengalamanmenunjukkan bahwa persyaratan dan prosedur yang diterapkan
mampu meningkatkanefisiensipemrosesanusul tersebut, selainmasihterdapat
hathal yang masih dapat dikembangkansehingga mampumempersingkatvaktu
pemrosesarusul usulyangdiajukan.

Untuk memfasilitasidan meningkatkanefisiensipemrosesanusul yang diajukan, telah dilakukan
perubahanPermenristekdiktiNo. 50 Tahun2015 dengan menerbitkan PermenristekdiktiNo. 100
Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan,
PencabutarzinPTS.

Berhubungtelah dilakukan perubahan Permenristekdiktitersebut, maka perlu diterbitkan buku
tentang persyaratandan prosedur pendirian perguruantinggi swasta,dan pembukaanprogram
studi padaperguruantinggi, sebagaimanaiperintahkanoleh PermenristekdiktNo. 100 Tahun2016
TentangPendirian,PerubahanPembubararPTN,dan Pendirian PerubahanPencabutanzinPTS.

Proses administrasi pendirian perguruan tinggi swasta dan pembukaan program studi pada
perguruantinggi yang telah dilakukansecaradigital atau online sejakJanuari2015 masih tetap
dilanjutkan, sehinggaselain dapat mengurangiwaktu, biaya, dan tenaga,jugadiharapkandapat
meningkatkarpelayanaryangbersihdanefisien.

Penerbitanbuku WPersyaratandan ProsedurPendirian PerguruanTinggi Swasta dan Pembukaan
ProgramStudi pada PerguruanTinggiPeriode4 Tahun 208Qdimaksudkaruntuk memandu para

pihak yangakan mengusulkarpendiriandan pembukaarprogramstudipadaperguruaninggi sesuai
PeraturanMenristekdiktidi atas.

Atas bantuan dan kerja keras semua pihak dalam penerbitan Buku ini, saya menyampaikan
penghargaamlanterimakasih.

Jakartal Oktober2018

DirekturPengembangaKelembagaan
PerguruarTinggi

RidwanAnzib
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Babl
Pendahuluan

1. Latar Belakang

Mulai tanggal 10 Agustus2012 UndangUndangNo. 12 Tahun2012 TentangPendidikanTinggi
(UU Dikti) telah menetapkan pola baru dalam perizinan pendirian perguruan tinggi dan
pembukaamprogramstudi.

SebelumUU Dikti ditetapkan, baik izin pendirian perguruan tinggi maupun izin pembukaan
program studi, diterbitkan terlebih dahulu oleh Mendikbud (sekarangMenristekdikti) setelah
memenuhi persyaratanberdasarkanperaturan perundangundangan.Kemudiandalam kurun
waktu tertentu sebagaimanaditetapkan dalam surat keputusanizin tersebut (khususnyaizin
program studi), perguruantinggi wajib meminta akreditasi kepada Badan AkreditasiNasional
PerguruanTinggiBANPT).

SetelahUU Dikti berlaku, izin pendirian perguruantinggi akanditerbitkan Menristekdiktiapabila
proposal pendirian perguruan tinggi telah memenuhi syarat minimum akreditasi institusi
sebagaimanaditetapkan oleh BANPT. Demikian pula, izin pembukaan program studi akan
diterbitkan apabila proposal pembukaan program studi tersebut telah memenuhi syarat
minimum akreditasi program studi sebagaimanalitetapkan oleh LembagaAkreditasi Mandiri
(LAM)dari program studi tersebut, atau BANPT dalam hal belum dibentuk LAM dari program
studiyangbersangkutan.

Dengan demikian, sebelum Menristekdikti menerbitkan keputusan tentang izin pendirian
perguruan tinggi, maupun izin pembukaan program studi, BANPT atau LAM terkait akan
menerbitkan terlebih dahulu surat keputusan pemenuhan syarat minimum akreditasi dari
perguruantinggiyangakan didirikardan/atauprogramstudiyangakandibuka.

Menurut Pasal ayat (3) PermenristekdiktNo. 32 Tahun2016 TentangAkreditasiProgramStudi
dan PerguruanTinggi,akreditasiminimum sebagaimanalimaksuddi atas berlaku palinglama 2
(dua)tahunterhitung sejakizinditerbitkan.

Adapun pengaturanpendirian perguruantinggi dapat ditemukan dalam Pasal60 ayat (2) dan ayat(4)
UUDiktiyangmenetapkarsebagaberikut:

a. Ayat (2): PTHidirikan oleh Masyarakatdenganmembentukbadanpenyelenggarderbadan
hukumyangberprinsipnirlabadanwajib memperolehizin Menteri.

b. Ayat(4): PerguruanTinggiyangdidirikanharusmemenuhistandarminimum akreditasi

Sedangkampengaturanpenyelenggaraaprogram studidapatditemukandalamPasal33 ayat (3)
danayat(5) UUDiktiyangmenetapkarsebagaberikut:

a. Ayat (3): ProgramStudi diselenggarakaratas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan
minimum akreditasi

b. Ayat (5): Program Studi mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyeleng
garaan



2. Standar NasionaPendidikanTinggidan PersyaratarMinimum Akreditasi

SebelumUU Dikti berlaku, penerbitan izin pendirian perguruan tinggi dan/atau pembukaan
program studi didasarkanpada standar yang diatur dalam KepmendiknasNo. 234/U/2000
TentangPedomarPendirian Perguruaminggi.

Setelah UU Dikti berlaku, penerbitan izin pendirian perguruan tinggi dan/atau pembukaan
program studi didasarkanpada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana
diatur dalamPasab4 ayat (1 huruf adan ayat(2) UUDiktiyangmenyatakarmsebagaberikut:

a. Ayat (1) huruf a: SN Dikti ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas
menyusundanmengembangkaisNDikti;

b. Ayat (2): SN Dikti merupakansatuan standar yang meliputi standar nasionalpendidikan,
ditambahdenganstandarpenelitian,dan standarpengabdiarkepadamasyarakat.

Untuk melaksanakanPasaltersebut telah diterbitkan PermenristekdiktiNo. 44 Tahun 2015
TentangStandamMasionaPendidikanTinggi.

Menurut PasaB ayat(5) huruf a PermenristekdiktNo.32 Tahun2016 TentangAkreditasi Program
StudidanPerguruanTinggiapabilaperguruantinggiatau programstudimemenuhiSN Dikti, maka
perguruantinggi atau programstudi tersebutmemperolehstatusterakreditasi denganperingkat
terakreditasi¥ . | Sedlafytearkriteria memenuhistandar minimum akreditasi atau memenuhi
persyaratan minimum akreditasi ditetapkan berdasarkanSN Dikti oleh LAM atau BANPT
sesuai kewenanganmasingmasing, dan dituangkan dalam instrumen akreditasipembukaan
programstudi daninstrumen akreditasipendirian perguruantinggi.

3. Pendirian dan PembukaarProgram Studi PadaPerguruan Tinggi

Secaragaris besar, pendirian PTStermasuk pembukaanprogram studi di dalamnyadiusulkan
oleh BadanPenyelenggarderbadanhukum yangberprinsip nirlaba (selanjutnyadisebut Badan
Penyelenggarakepada Menristekdikti dengan mengajukanusul pendirian PTSyang memuat
pemenuhan semua persyaratan yang diuraikan di dalam buku ini. Sedangkanpembukaan
program studi di PTN atau PTS(selanjutnyadisebut perguruan tinggi) yang sudah berdiri

diusulkanoleh pemimpin perguruantinggi tersebut kepadaMenristekdikti denganmengajukan
usul pembukaan program studi yang memuat pemenuhan semua persyaratan yang juga
diuraikandi dalambukuini.

Kelengkapamersyaratantersebutakanmenentukanpemenuhansyaratminimum akreditasidari
PTSyangakandidirikan, atau pemenuhansyarat minimum akreditasiprogram studi yang akan
dibuka. Evaluaskecukupantentang pemenuhanpersyaratanminimum akreditasipendirian PTS
danpembukaamprogramstudi akandilakukanoleh Evaluator Ditjen Kelembagaan IPTEK dan Dikti
menggunakan instrumen yang disusun bersama denBamNPTatau LAM sedangkanvalidasi
kecukupantentang pemenuhanpersyaratan minimumakreditasipendirian PTS dgmembukaan
programstudiakandilakukanolehBANPTatau LAMjika telah terdapatLAMuntuk programstudi
terkait.

Apabila BANPT atau LAM untuk program studi terkait menyatakan bahwa persyaratan minimum
akreditasi untuk pembukaan prograstudi, dan persyaratan minimum akreditasi untuk pendirian
PTS telah dipenuhi, maka Menristekdikti akan menerbitkan izin pendirian PTS tersebut.

Baik prosedur pendirian PTS maupun pembukaan program studi pada perguruan tinggi yang telah
ada, dilakukarsecara digital atau online.

! Badan penyelenggaraberbadan hukum yang berprinsip nirlaba adalah subyek hukum berbentuk yayasan,
persyarikatan,perkumpulan, atau bentuk badan hukum lain yang berprinsip nirlaba, sesuai dengan ketentuan
peraturanperundangundangan.

*kkkkkkk



Babll

PendirianPerguruanTingg Swasta
1. Pengertian

Pendirian PTSoleh Badan Penyelenggaraadalah pembentukan PTSbaru yang dapat
berbentuk:

a. Universitas yaitu PerguruanTinggiyang menyelenggarakarenis pendidikanakademik,
dan dapat menyelenggarakanpendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam berbagai
rumpun limu Pengetahuamlan Teknologimelalui:

1) ProgramSarjana;

2) ProgramMagister;

3) ProgramDoktor;

4) ProgramDiplomaTiga;

5) ProgramDiplomaEmpatatau Sarjanal erapan;

6) ProgramMagisterTerapan;

7) ProgramDoktor Terapangdan/atau

8) ProgramProfesi;

yang terdiri atas paling sedikit 10 (sepuluh)ProgramStudi pada program sarjanayang
mewakili6 (enam)ProgramStudidari rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau
rumpun ilmu terapan yang meliputi pertanian, arsitektur dan perencanaan,teknik,
kehutanandan lingkungan,kesehatan,dan transportasi,serta 4 (empat) Program Studi
dari rumpunilmu agama,;umpunilmu humaniora,rumpun ilmu sosial,dan/atau rumpun
iImu terapan yang meliputi bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga,
jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaandan permuseuman,
militer, administraspublik,danpekerjasosial,

b. Institut, yaitu PerguruanTinggiyang menyelenggarakafgenis pendidikanakademikdan
dapat menyelenggarakarpendidikan vokasi dan/atau profesi dalam sejumlah rumpun
llImu Pengetahuamlan Teknologtertentu, melalui:

1) ProgramSarjana,;

2) ProgramMagister,;

3) ProgramDoktor;

4) ProgramDiplomaTiga,;

5) ProgramDiplomaEmpatatau Sarjanal erapan;

6) ProgramMagisterTerapan;

7) ProgramDoktor Terapangdan/atau

8) ProgramProfesi;

yangterdiri ataspalingsedikit6 (enam)programstudipadaProgramSarjana;

c. SekolahTinggi yaitu Perguruariringglyangmenyelenggarakajenispendidikan akademik,
dan dapat menyelenggarakanpendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu)
rumpun lImu Pengetahuaman Teknologtertentu, melalui:

1) ProgramSarjana;

2) ProgramMagister;

3) ProgramDoktor;

4) ProgramDiplomaTiga;

5) ProgramDiplomaEmpatatau Sarjanal erapan;
6) ProgramMagisterTerapan;

7) ProgramDoktor Terapangdan/atau

8) ProgramProfesi.

yangterdiri ataspalingsedikit1 (satu)programstudipadaProgramSarjana;



d. Politeknik, yaitu PerguruanTinggi yang menyelenggarakanenis pendidikan vokasi dan
dapatmenyelenggarakapendidikanprofesidalamberbagairumpun lImu Pengetahuandan
Teknologimelalui:

1) ProgramDiplomaSatui;

2) ProgramDiplomaDua;

3) ProgranDiplomaTiga;

4) ProgramDiplomaEmpatatau ProgramSarjanal erapan;

5) ProgramMagisterTerapan;

6) ProgramDoktor Terapandan/atau

7) ProgramProfesj

yang terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) program studi pada Program Diploma Tiga
dan/atauProgramDiplomaEmpatatau Sarjanal erapan;

e. Akademj yaitu PerguruanTinggiyang menyelenggarakarenis pendidikan vokasialam 1
(satu)atau beberapacabanglimu Pengetahuaman Teknologtertentu, melalui:
1) ProgramDiplomaSatu;
2) ProgramDiplomaDua,;
3) ProgramDiplomaTiga;dan/atau
4) ProgramDiplomaEmpatatau Sarjanal erapan;
5) yangterdiri ataspalingsedikit1 (satu)programstudi padaProgramDiplomaTiga
2. Persyaratan
Persyaratarterdiri atas:
a. BadanPenyelenggartelah memenuhilegalitas(khusushagiPTS)yaitu:

a) memiliki akta notaris pendirian Badan Penyelenggardeserta segalaperubahannya
(jikapernahdilakukanperubahan);

b) memiliki keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan
Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Keputusan Menkumham untuk
Yayasan;

b. Memenuhisyaratminimum akreditasiprogramstudi dan perguruantinggi sesuaistandar
nasionalpendidikan tinggi;

c. ProgramDiplomayangakandibukadi dalam Universitadnstitut, dan SekolahTinggi:

1) ProgramDiplomayangdiselenggarakatniversitas palingbanyakl10 (sepuluhpersen
darijumlahProgram Sarjana.

2) ProgramDiplomayangdiselenggarakarnstitut, paling banyak20 (dua puluh) persen
darijumlahProgram Sarjana.

3) ProgramDiplomayangdiselenggarakarsekolahTinggipaling banyak30 (tiga puluh)
persendarijumlah ProgranBarjana.

4) Universitas,Institut, dan SekolahTinggiyang akan membukaprogram diploma tidak
menyelenggarakarProgram Studi yang sama dengan Program Studi pada Program
Diploma di Politeknik dan/atau Akademi di dalam kota atau kabupaten tempat
Universitas)nstitut, dan SekolahTinggitersebutberada;

d. Dalam hal Program Studi yang akan dibuka merupakanjenis pendidikan vokasi, maka
badanpenyelenggargengusulProgramStuditersebut harusbekerjasamadengandunia
usahadan/atau dunia industri sesuaidenganperaturan perundangundangan Kerjasama
tersebutantaralain:

1) pemanfaatartenagaahli;
2) pemanfaatarfasilitasdanlaboratorium;dan/atau
3) tempat magangdari duniausahadan/atauduniaindustri;



e. Kurikulumdisusunberdasarkankompetensilulusan sesuaistandar nasionalpendidikan
tinggi;

f. Dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk 1 (satu) program studi pada
Program Diploma atau Program Sarjana, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundangundangandengankualifikasi:

1) palingrendahberijazah:
a) magister magisterterapan,atau yangsetarauntuk programdiploma; dan
b) magister atau yangetarauntuk programsarjana;
dalambidangilmu pengetahuardanteknologiyang sesualenganprogramstudi
yang akandibuka;
2) berusiapalingtinggi 58 (lima puluh delapan)tahun padasaatditerima sebagaidosen
padaPTSy/angakandidirikan;
3) bersediabekerjapenuhwaktu selamad0 (empatpuluh)jamper minggu;
4) belummemilikiNomorIndukDosenNasionahtau NomorndukDosenKhusus;
5) bukanguruyangtelah memilikiNomorUrut Pendidikdan Tenaga&Kependidikan;
6) bukanpegawaitetap padainstansilain; dan
7) bukanAparaturSipilNegara;

g. TenagaKependidikanpaling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani setiap
program studi pada ProgramDiplomaatau ProgramSarjana,dan 1 (satu) orang untuk
melayaniPerpustakaangengankualifikasi:

1) palingrendahberijazahDiplomaTiga;
2) berusiapalingtinggi56 (limapuluh enam)tahun;dan
3) bersediabekerjapenuhwaktu selamad0 (empat puluh)jam per minggu;

h. Organisasilantata kerjaPTSnemiliki5 (lima)unsur,yaitu:
1) penyusurkebijakan;
2) pelaksanakademik;
3) pengawagianpenjaminanmutu;
4) penunjangakademikatausumberbelajar;dan
5) pelaksanadministrasiatautata usaha.

i. Lahanuntuk kampusPTSyangakandidirikan beradadalam 1 (satu) hamparanmemiliki
luaspalingsedikit:
1) 10.000(sepuluhribu) m? untuk Universitas;
2) 8.000 (delapan ribun? untuk Institut;
3) 5.000(limaribu) m? untuk SekolahTinggiPoliteknik,atau Akademi;
dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan,atau Hak Pakai atas nama Badan
Penyelenggara,sebagaimanadibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna
BangunanatauHakPakai.
j. Telahtersediasaranadanprasaranderdiri atas:
1) Ruangkuliahpalingsedikit1 (satu)m? per mahasiswa;
2) Ruangdosentetap palingsedikit4 (empat)m? per orang;
3) Ruangadministrasidankantor palingsedikit4 (empat)m? per orang;
4) Ruangperpustakaarpalingsedikit200 (duaratus)m? termasuk ruangbacayangharus
dikembangkarsesuadenganpertambahanumlahmahasiswa,;
5) Ruanglaboratorium, komputer, dan saranapraktikum dan/atau penelitian sesuai
kebutuhansetiapProgramStudi;
6) Buku paling sedik200 (dua ratus) judul peprogramstudi sesuai dengan bidang
keilmuanpadaprogram studi;
kecualiditentukanlain oleh peraturanperundangundangan.



Peringatan
Persyaratanhuruf a dan huruf f merupakan persyaratan mutlak, artinya apabila kedua
persyaratartersebuttidak dipenuhimakausul akantetap dievaluasietapi tidak akan diproses
lebihlanjut.

Pengecualian

1.

2.

Dalamhal luas lahan untuk kampusPTSsebagaimanalimaksudpada huruf i di atastidak
dapatdipenuhi,Menteri dapatmenentukanberdasarkanuasbangunan;

Dalam hal lahan dan/atau prasaranauntuk kampus PTSsebagaimanadimaksud dalam
huruf i dan huruf j di atas belum dapat dipenuhi, Badan Penyelenggaradapat
menggunakanlahan dan/atau prasaranaatas nama pihak lain berdasarkanperjanjian
sewamenyewadengan ketentuarsebagaberikut:

a) luaslahansebagaimanaicantumkanpadahurufi di atas;

b) perjanjiansewamenyewa dibuati hadapamotaris;

¢) memuathakopsi,yaitu hak prioritas membelilahantersebutapabilalahandijual oleh
pemegandiakataslahan;

d) jangkawaktu sewapalinglama 10 (sepuluh)tahun sejakpengesaharPeraturan Menteri
Riset, Teknologi,dan PendidikanTinggitentang Pendirian,Perubahan Dan Pembubaran
PerguruarTinggiNegeriSertaPendirian PerubahandanPencabutarizin Perguruarringgi
Swasta.

3. Dokumen
Dokumenyang memuat persyaratansebagaimanalimaksudpada angka?2 di atas dibuat
denganformat pdf yangharusdiunggahke laman:silemkerma.ristekdikti.go.id.
Dokumenyangdimaksudterdiri atas:

a.

Suratpermohonanpendirian PTSyangdisusunoleh BadanPenyelenggaraan dialamatkan
kepadaMenteri Riset,Teknologidan PendidikanTinggi;

. AktaNotarisPendiriarBadanPenyelenggaraesuajenisusul,besertasemuaperubahan Akta

Notaris Pendirianyangpernahdilakukan;

. AsliSuratKeputusandari pihak yangberwenangtentang pengesaharBadanPenyelenggara

sebagabadanhukumataufotocopyyangdilegalisir

. Sertifikat status lahan calon kampusPTSatas nama Badan Penyelenggaraatau perjanjian

sewamenyewalahandengan hak opsian melampirkan sertifikat lahasesuajenisusul;

. Studi kelayakan serta Lampiran, yang disusun oleh Badayelenggara;

Instrumen akreditasiinstitusi perguruantinggi dari BANPT, yang sudah diisi oleh Badan
Penyelenggara;

. Instrumen akreditasi pembukaanprogram studi dari BANPT/LAMyang sudabh diisi oleh

BadanPenyelenggarésatulnstrumenuntuk setiapprogramstudi);

. LaporarKeuangarBadanPenyelenggara;

Suratbukti kepemilikandanaBadanPenyelenggara,

RekomendasiLembagad_ayananPendidikanTinggi(LLDikti) di wilayah PTSdalam hal LDIKkti
belum terbentuk maka rekomendasi dikeluarkan oleh Kopertis

. Suratpernyataantelah berkoordinasidenganorganisasprofesiterkait, (biladisyaratkaroleh

peraturanperundangundangan)dan

. Perjanjiankerja sama antara badan penyelenggaradengan dunia usaha dan/atau dunia

industri sebagaimanadimaksud pada poin 2.1 huruf d, untuk setiap program studi jenis
pendidikanvokasiyangdiusulkan.



Format beberapadokumen sebagaimanalimaksudpada huruf a sampaidenganhuruf |
dapatdilihat dalamLampiran

Perhatian

Badan Penyelenggarabertanggungjawabatas kebenaran data dan informasi yang dimuat
dalamsemuaDokumendi atas.BadanPenyelenggargangmemberikandatadaninformasiyang
tidak benar dapat dikenakansanksipidanaberdasarkarPasal242 ayat (1) juncto ayat(3) Kitab
UndangUndangHukumPidana.

4. Prosedur

ProsedurmpendirianPTSerdiri atas:

a. BadanPenyelenggaraneminta rekomendasiLLDikti. Dalamhal LLDikti belumterbentuk,
tugasdanfungsinyamasihdijalankanoleh Kopertis.

L2 Dikti atau Kopertismemberi rekomendasiapabila telah memenuhi persyarataebagai

berikut

a) rekamjejakBadanPenyelenggar®TS;

b) tingkatkejenuhanberbagaiprogram studiyangakandibuka;

c) tingkatkeberlanjutanPTSersebutjikadiberiizinoleh Pemerintah;

d) kelengkapariegalitasBadanPenyelenggara sebagaimadi@naksud padangka3 huruf a,
b,cdan e

e) kelengkapardankesesuaian kualifikaakademiks (enam)calondosen;

f) keabsaharsertifikat statuslahan calon kampussebagaimanalimaksudpadaangka3
huruf e;

b. Badan Penyelenggaramenyiapkan dan menyusun dokumen usul pendirian PTS
sebagaimanadimaksuddalamangka3.;

c. Direktur Jenderal KelembagaanIPTEKdan Dikti menugaskanTim Evaluator untuk
melakukarevaluasdanverifikasidokumenusul pendirian PT&caradigital;

d. Bagi usul Pendiriapada periode sebelumnygng jumlah program studi dengan status
Disetujuinamunbelum memenuhi syarat minimal untuk bentuk perguruan tinggi yang
diusulkan, maka usul Pendirian PTS tersebut dinyatakan Belum Disdanuinstrumen
Akreditasi Institusi Perguruan Tindgrsebut tidak dinilai Jika masih berminat, program
studi yang belum disetujui dapat diusulkan kembali pada periode pengusulan berikutnya
sesuai persyaratan, prosedur dan ketentuan yang berlaku pada periode dimaksud

e. Bagi usul Pendirian PTS ygoglah usul program studi dengan stateah Disetujui
memenuhi syarat minimal untuk bentuk perguruan tinggi yang diussdtmgaimana
dimaksud pada huruf ,dDirektorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI akan
melakukan evaluasi lapangalalam rangka memvalidasi hasil evaluasi berkas

f. Tim Evaluatordapat memberikanrekomendasiuntuk presentasidan evaluasi lapangan
usulpendirian PT®adawaktu yangdiberitahukanoleh Direktorat Jenderal Kelembagaan
IPTEKlanDikti;

Presentasiusulpendirian PT8ilakukanoleh KetuaPengurusBadanPenyelenggargtidak

dapat diwakilkan) didampingi oleh para anggota Penguruslainnya di hadapan Tim

Evaluatordengansusunaracarasebagaberikut:

APembukaaroleh Tim Evaluator;

APresentasiringkasan Studi Kelayakanoleh Ketua PengurusBadan Penyelenggara
disajikandalambentukslidepresentasi;

ADiskustantanyajawabdengan Tim Evaluator;



Visitasidilakukanke lokasilahan kampusPTSoleh Tim Evaluatordidampingioleh wakil

dari LLDikti setempat, dan diterima oleh Ketua PengurusBadan Penyelenggaratidak

dapat diwakilkan)serta para anggotaPenguruslainnya, dengansusunanacarasebagai

berikut:

APembukaarleh KetuaPengurusBadanPenyelenggara;

APenyocokardata dan informasi yang dicantumkandalam dokumen sesuaijenis usul
denganfaktadi lapangan;

. Setelahpresentasidan visitasi, Tim Evaluatordapat memberikanrekomendasitentang

izinpendirian PT8epadaDirekturJenderal KelembagadRTEKanDikti;

. Setelahmenerimadan mempertimbangkarrekomendasitentang izin pendirian PT8ari

Tim Evaluator,Direktur Jenderalmengajukanusul tertulis penerbitanizin pendirian PTS
setelahmemenuhiakreditasiminimumkepadaMenteri;

i. Menteri menetapkan izin pendirian PTSyang akan diberitahukan kepada pengusul

secaraonline.

j. Setelah penetapan Menteri sebagaimatienaksudpadahuruf h, PTSersebutbarudapat

menyelenggarakapendidikantinggi.

Pengusulyang belum berhasil memenuhi persyaratan pendirian PTSdapat mengajukan
kembaliusul tersebut pada periode pengusulanberikutnya sesuai persyaratan, prosedur dan
ketentuan yang berlaku pada periode dimaksud

5. Jadwal
No Waktu Kegiatan
1 | Oktober Penerimaardokumenusul pendirian PT&:caradigital
2 | November Evaluasdan verifikasidokumen usul pendirian PT&:cara
digital
3 | Desember a. Pengumumarhasil evaluasianverifikasidokumen
usul pendirian PTS
b. Penetapan Akreditashinimaldanpenerbitanizin
pendirian PT8agiusulyangdirekomendasi

*kkkkkkk



Bablll
PembukaarProgramStudiPadaPerguruanTinggi

1. Pengertian
Pembukaanprogram studi pada perguruantinggi (PTNatau PTS)dapat terdiri atas:

a. Pembukaarprogramstudibersamaardenganpendirian perguruantinggi;
b. Pembukaarprogram studi sebagaipenambahanjumlah program studi pada perguruan
tinggiyangtelah berdiri;

2. Persyaratan
Persyaratarterdiri atas:

a.Telah memiliki izin pendirian perguruan tinggi yang diterbitkan oleh Depdikbud,
Depdiknaskemdiknaskemdikbudatau Kemristekdikti{khususbagiPTS);

b. BadanPenyelenggartelah memenuhilegalitas(khususbagiPTS)yaitu:

1) memiliki akta notaris pendirian Badan Penyelenggardeserta segalaperubahannya (jika
pernahdilakukanperubahan);

2) memiliki keputusandari pejabatyangberwenangtentang pengesaharBadan Penyelenggara
sebagaibadanhukum, misalnyaKeputusarMenkumhamuntuk Yayasan;

C. Memenuhisyaratminimum akreditasiprogramstudi sesuaistandarnasionalpendidikan tinggi;

d.Rencana pembukaan program studi telah dicantumkan dalam rencana strategis
perguruantinggiyangbersangkutan;

€. ProgramDiplomayangakandibukadi dalamUniversitas|nstitut, dan SekolahTinggi:

1) ProgramDiplomayangdiselenggarakan Universitgslingbanyakl0 (sepuluh)ersen dari
jumlahProgram Sarjana.

2) ProgramDiplomayangdiselenggarakatnstitut, palingbanyak20 (duapuluh) persen dari
jumlahProgram Sarjana.

3) ProgramDiplomayangdiselenggarakasekolahTinggipalingbanyak30 (tiga puluh) persen
darijumlahProgramSarjana.

4) Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan membuka program diploma tidak
menyelenggarakanprogram studi yang sama dengan program studi pada Program
Diplomadi Politeknikdan/atau Akademidi dalamkota atau kabupatentempat Universitas,
Institut, dan SekolahTinggitersebutberada.

f. Dalamhal program studiyangakan dibukamerupakanjenispendidikanvokasiperguruan tinggi
penyelenggaracalon program studi tersebut harus bekerja sama dengan dunia usaha
dan/atauduniaindustrisesuadenganketentuanperaturanperundangundangan.Ruandingkup
kerjasamaersebutantaralain meliputi:

1) pemanfaatartenaga ahlyangdimiliki duniausahadan/atauduniaindustri;

2) penggunaanfasilitas dan laboratorium yang dimiliki dunia usahadan/atau dunia industri;
dan/atau

3) pemanfaatarduniausahadan/atauduniaindustrisebagatempat magangnahasiswa;

g. Kurikulumdisusunberdasarkankompetensilulusan sesuaistandar nasionalpendidikan tinggi;



h. Dosen:

1) paling sedikit berjumlah 6 (enam)oranguntuk 1 (satu) program studi dengan kualifikasi:

a) paling rendah berijazah magister, magister terapan, atau yang setara untuk Program
Diploma;

b) palingrendahberijazah magister atayangsetarauntuk ProgramSarjana;

c) berijazahdoktor atauyangsetarauntuk ProgramMagisterdan ProgramDoktor;

d) berijazahdoktor, doktor terapan, atau yangsetarauntuk ProgramMagister Terapardan
ProgramDoktor Terapan;

e) paling rendah berijazah magister dan memiliki sertifikat profesi, serta memiliki
pengalamanpraktek profesi paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat
izinpraktekprofesiatau spesialisintuk ProgramProfesi;

f) berijazah doktor dan memiliki sertifikat spesialis,serta memiliki pengalaman praktek
spesialispaling sedikit 2 (dua) tahun yangdibuktikan dengansurat izin praktekspesialis
untuk ProgramSpesialis;

dalam cabangilmu pengetahuandan teknologi yang sesuaidengan program studi yang

akandibuka, kecualilitentukanlain oleh peraturanperundangundangan;

2) dosensebagaimanaimaksudpadaangkal berusia:

a) palingtinggi 56 (lima puluh enam)tahun untuk PegawaiNegeriSipil,atau 35 (tiga puluh
lima) tahun apabila berstatus non PegawaiNegeri Sipil, bagi program studi yangakan
dibukapadaPTN;

b) paling tinggi 58 (lima puluh delapan)tahun pada saat diterima sebagaidosen bagi
programstudi yangakandibukapadaPTS;

3) 2 (dua) dosen pada Program Doktor dan Program Doktor Terapan harus memiliki jabatan
akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program
studi, dan dalam 5 (lie) tahun terakhir telah menulis 1 (satu) artikel dalam jurnal internasional
bereputasi;

4) dosensebagaimanaimaksudpadaangkal bersediabekerjapenuhwaktu selamad0 (empat
puluh)jam per minggu;
5) dosensebagaimanaimaksudpadaangkal:

a) belummemilikiNomor IndukbDosen NasionalNomorindukDosen Khususitau

b) telah memiliki Nomor Induk DosenNasional/Nomor Induk DosenKhususdari Program
Studi lain di perguruan tinggi yang akan membuka program studi dengan tetap
mempertahankannisbah dosen dan mahasiswapadaprogram studi yang ditinggalkan;

6) nisbahdosendan mahasiswaebagaimanaimaksudpadaangkal:

a) 1 (satu)dosenberbandingpalingbanyak45 (empatpuluh lima) mahasiswauntuk rumpun
ilmu agama,;umpunilmu humaniora,rumpunilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan
(bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massadan
komunikasi,hukum, perpustakaandan permuseuman, militer, administrasipublik, dan
pekerjasosial)dan

b) 1 (satu)dosenberbandingpaling banyak30 (tiga puluh) mahasiswauntuk rumpun ilmu
alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitekturdan
perencanaanteknik, kehutanandan lingkungankesehatandan transportasi);

7) dosen sebagaimanalimaksudpada angkal bukan guru yangtelah memiliki Nomor Urut
Pendidikdan TenagaKependidikardan/atau bukanpegawaitetap padainstansilain;

8) dosensebagaimanaimaksudpadaangkal bukanAparaturSipilNegarabagiprogram studi
yangakandibukapada PTS;

9) dosen untuk pembukaan program studi Kebidanan (kombipasiram sarjana terapan dan
programprofesi), dan program studi Keperawatan (kombir@sigram sarjana dan program
profesi) palingsedikitberjumlah12 (dua belajorang.



I. tenaga kependidikanpaling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani 1(satu)

programstudi,dengankualifikasi:

1) palingrendahberijazahDiplomaTiga;
2) berusiapalingtinggi56 (limapuluh enam) tahun;
3) bersediabekerjapenuhwaktu selamad0 (empatpuluh)jam per minggu;

|. Programstudidikelolaoleh unit pengelolaprogramstudi denganorganisasidan tatakerja

sebagaberikut:

1) padaPTNdisusurberdasarkarketentuanperaturanperundangundangan;
2) padaPTSlisusundanditetapkanoleh BadanPenyelenggara.

. Dalam hal pembukaan program studi sebagai penambahan program studi pada
perguruarntinggiyangsudahberdiri, berlakupersyaratan:

1) Program studi pada Program Magister atau Program Magister Terapan dapat
diselenggarakansetelah program studi sebidang pada Program Sarjana atau Program
Diploma Empat atau SarjanaTerapantelah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi
paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang
undangan;

2) Programstudi pada ProgramDoktor atau ProgramDoktor Terapandapat diselenggarakan
setelahprogramstudisebidangpadaProgram Magisteatau ProgramMagister Terapantelah
terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali,kecuali
ditentukanlain oleh peraturanperundangundangan;

3) Dalam hal Program Magister atau Program Magister Terapan merupakan Program
Magisteratau ProgramMagister Terapanmultidisiplin, makapaling sedikit 2 (dua) program
studiyangrelevanpadaProgramSarjanaatau ProgramDiplomaEmpatatau SarjanaTerapan
telah terakreditasidengan peringkat terakreditasipaling sedikit B atauBaikSekalikecuali
ditentukanlain oleh peraturanperundangundangan;

4) Dalamhal Program Doktor atau Program Doktor Terapan merupakan Program Cadtor
ProgramDoktor Terapammultidisiplin,makapalingsedikit2 (dua)programstudiyangrelevan
padaProgramMagisteratau ProgramMagisterTerapantelah terakreditasidenganperingkat
terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundangundangan;

5) Program ProfesiapatdiselenggarakasetelahprogramstudisebidangpadaProgramSarjana
atau ProgramDiplomaEmpat atau SarjanaTerapantelah terakreditasi dengan peringkat
terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundangundangan.

6) ProgramPendidikanDokter Spesialidapat diusulkansetelahProgramStudi pada program
profesi dokter telah terakreditasidengan peringkat akreditasipaling rendah B atau Baik
Skaliatauprogram pendidikan dokter telah terakreditasidenganperingkatakreditasiA.

7) Program studi dokter program spesialis dan program studiokter gigi program spesialis
dapat diusulkan setelahmendapatkarrekomendasdari kolegiumdanKKI.

Peringatan

Persyaratanhuruf a, huruf b, dan huruf h merupakan persyaratan mutlak, artinya apabila
ketiga persyaratantersebut tidak dipenuhi makausul akantetap dievaluasitetapi tidak akan
diprosedebihlanjut.



PersyaratariJntuk SetiapJenisUsul

Persyaratan
a | b c|d|e || g]|h [ J k

JenisUsul

Pembukaamrogram
studibersamaardengan
pendirianperguruan
tinggi

Pembukaamprogram
studisebagai
penambaharjumlah
programstudipada
perguruantinggiyang
telahberdiri

Catatan:*untuk setiapprogramstudijenispendidikanvokasiyangdiusulkan.
Kotakwarnabiru menunjukkardokumenyangharusdisertakan/dilampirkan.

3. Dokumen
a. JenisDokumen

Dokumen yang memuat persyaratan sebagaimanadimaksud pada angka 2 di atas
dipersiapkan dan dibuat dengan format pdf yang harus diunggah ke laman
silemkerma.ristekdikti.go.id.

Penyiapanpembuatandanpengisiardokumenyangdimaksud dilakukanleh:

1) BadanPenyelenggarfikapembukaamprogramstudibersamaardenganpendirian PTS

2) Pemimpinperguruantinggi (Rekor, Ketua,atau Direktur) jika pembukaanprogram studi
sebagapenambahanjumlahprogramstudi padaperguruantinggiyangtelah berdiri;

Dokumenyangdimaksudterdiri atas:
1) Suratpermohonan pembukaan program stugtangdisusunoleh:

a) BadanPenyelenggarapabila gmbukaarprogramstudibersamaardenganpendirian
perguruantinggi.
b) Pemimpin perguruan tinggi (Rektor, Ketua, atau Direktur) apabila pembukaan

program studi sebaggenambaharnjumlah programstudipada perguruantinggiyang
telahberdiri, atau

dialamatkankepadaMenteri Riset, Teknologidan Pendidikan Tinggi;

2) Surat persetujuan pembukaan prodidari Badan Penyelenggarakhusus PTS) Badan
Penyelenggarayang memberikan persetujuarharus sama persisdengan Badan
Penyelenggar@ada Izin Bndirian PTS kecuali dalam hal pembukaan program studi yang
bersamaan dengan pendirian PTS

3) Surat pertimbangan pembukaan prodidari SenatPerguruanTinggi kecuali dalam hal
pembukaan program studi yang bersamaan dengan pendirian PTS

4) Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggaréeserta semua perubahan Akta Notaris
Pendirianyangpernahdilakukan(khususPTS).

5) Surat Keputusandari pihak yang berwenangtentang pengesaharBadanPenyelenggara
sebagabadanhukum sesuai jenis us(khusus PTS);

6) SuratKeputusanMendikbud, Mendiknas,atau Menristekdikti tentang 1zin PendirianPTS
danlzinpembukaarsetiapprogramstudi (khususPTS);



7) Rencandtrategidari perguruantinggiyangmencantumkan rencangenambaharprogram
studiyang diusulkan

8) Instrumen akreditasi program studi dari BANPT atau LAM (satu instrumen akreditasi
untuk setiap programstudi yangakandibuka)yangsudahdiisi oleh pemimpin perguruan
tinggiatau BadanPenyelenggaraesuajenisusulbeserta seluruh lampirannya

9) Rekomendasiembagd.ayanarPendidikanTinggi(L2Dikti) atau Kopertis apabila L2 Dikti
belum terbentukdi wilayah perguruantinggi yangakanmembukaprogramstudi sesuai
jenisusul;

10)Surat pernyataantelah berkoordinasidenganorganisasiprofesiterkait sesuaijenis usul
(biladisyaratkarolehperaturanperundangundangan)khusus untukProgramstudi dokter
program spesialis/doktergigi program spesialisdapat diusulkan setelahmendapatkan
rekomendasdari kolegiumdanKKI; dan

11)Perjanjiarkerjasamaantaraperguruantinggidenganduniausahadan/ataudunia industri
sebagaimanadimaksud pada poin 2.1 huruf f, untuk setiap program studi jenis
pendidikanvokasiyangdiusulkan.

Formatbeberapadokumenpembukaanprodi sebagaimanalimaksudpadahuruf a sampai
dengank dapatdilihat dalam Lampiran.

b. DokumenUntuk SetiapJenisUsul

Dokumen
a b Cc d e f g h i j Kk *

JenisUsul

Pembukaan
prodibersama
pendirianPT
Pembukaan
prodisebagai
penambahan
jumlahprodi
padaPTyang
telahberdiri

Catatan: 1) * Untuk setiagporogram studjenis pendidikarvokasiyangdiusulkan.
2) Kotakwarnabiru menunjukkan dokumegangharusdisertakan/dilampirkan.

4. Prosedur

Prosedumpembukaan program studebagai berikut :

a. Pemimpinperguruantinggi atau BadanPenyelenggar§ika bersamaardenganpendirian PTS)
meminta rekomendasiL2 Dikti sesuaijenis usul. Dalamhal L2 Dikti belumterbentuk,tugas
danfungsinyamasihdijalankanoleh Kopertis.

L2Dikti atau Kopertismemberirekomendasapabila telah memenutpersyaratan

1) rekam jejak perguruantinggi atau Badan Penyelenggargjika bersamaandengan
pendirianPTS);

2) tingkatkejenuhanberbagaiprogramstudiyangakandibuka;

3) tingkatkeberlanjutan progranstudiyangakandibukajikadiberiizinoleh Pemerintah;

4) kelengkapanegalitasBadanPenyelenggargkhususuntuk PTS)sebagaimanalimaksud
padapoin3.1hurufa,b,c,d, e, f,gdan j

5) kelengkapardankesesuaian kualifikaakademikminimal6 (enam)calondosen;

b. Pemimpinperguruantinggi atau BadanPenyelenggaranenyiapkandan menyusundokumen
usul pembukaan prodiebagaimanaimaksuddalamangka3.2., sebagai berikut:



1) Pemimpinperguruantinggi (Rektor, Ketua, atau Direktur) apabila pembukaan program
studi sebagaipenambahanjumlah programstudi pada perguruantinggi yang telah
berdiri, atau

2) BadanPenyelenggarapabila gmbukaarprodibersamaardenganpendirianPTS

c. Direktur Jenderal KelembagaanIlPTEKdan Dikti menugaskan Tim Evaluator untuk
melakukarevaluasdanverifikasidokumenusul pembukaaiprodi secaradigital;

d. Bagi usul program studi yang disetujumtevaluator dapat memberikan rekomendasi
untuk evaluasi lapangaapabiladiperlukan padawaktu yangdiberitahukansecaraonline
oleh Direktorat JenderaKelembagaahPTEKanDikti;

e. Jikadilakukan evaluasi lapang&e kampusutamaperguruan tinggatau calonkampusPTS:
1) Evaluasi lapangadilakukan oleh tim evaluator didampingioleh wakil dari L2 Dikti

setempat,dan diterima oleh pemimpin perguruantinggi atau Ketua PengurusBadan

Penyelenggara(tidak dapatdiwakilkan) dengansusunaracarasebagaberikut:

(a)Pembukaandan presentasioleh pemimpin perguruantinggi atau KetuaPengurus
BadanPenyelenggaraesuajenisusul;

(b)Percocokandata daninformasiyangdicantumkandalamdokumensesuajenisusul
denganfaktadi lapangan;

2) Setelahevaluasi lapanganTim Evaluatodapat memberikanrekomendasipembukaan
program studkepadaDirekturJenderal KelembagadRTEKan Dikti;

f. Setelah menerima dan mempertimbangkanrekomendasidari Tim Evaluator,Direktur
Jenderal KelembagaanIPTEKdan Dikti melakukan validasi pemenuhan akreditasi
minimum bersamaBANPT atau LAM;

g. Setelah memenuhi akreditasi minimum, Direktur JenderalKelembagaanPTEKJan Dikti
mengajukarusul tertulis penerbitanizinpembukaan program studiepada Menteri;

h. Menteri menetapkan izin pembukaan program studiSetelahpenetapan Menteri, PT
tersebut baru dapat menyelenggarakarpendidikan tinggi pada program studi yang
diizinkan.

Bagi usul program studi yabglum disetujui jikamasihberminat,pengusuldapat mengusulkan
kembali pada periode berikutnya sesuai persyaratan, prosedur dan ketentuan yang berlaku pada
periode dimaksud

5. Jadwal
No Waktu Kegiatan
1 | Oktober Penerimaan dokumeunsul pembukaan qodi secara digital
2 | November Evaluasdanverifikasi dokumemusulpembukaan prodsecaradigital
3 | Desember a. Pengumuman hasivaluasidan verifikasi dokumermpembukaal

prodisecara digital
b. PenetapanAkreditasiminimal bersamaBANPT/LAMPTKes
dan penerbitan Surat Keputusavienristekdikti

*kkkkkhkk



BablV

InstrumenAkreditasi

Instrumenakreditasiyangdigunakanpada usul pendirianperguruantinggi swasta danpembukaan
programstudipadaperguruantinggiterdiri dari:

1. Instrumenakreditasinstitusiperguruantinggidari BANPT

2. Instrumenakreditasipembukaanprogramstudi dari BANPTatau LAM (satu instrumenuntuk
setiapprogramstudiyangakandibuka)

Instrumen akreditasisebagaimanalimaksuddi atas dapat diunduh melalui menu Panduanpada
lamansilemkerma.ristekdikti.go.id

Dokumen/berkas lampiranyang disyaratkan di masingmasing halaman terakhir instrumen
akreditasi diunggahterpisahpadafitur Step UnggahBerkasyangmerupakanbagiandalamproses
registrasi usulandi lamansilemkerma.ristekdikti.go.id.
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Lampiran

Lampiran2a: SuratPermohonanSesuauenisUsul (pendirianPTS)

Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/BadafukumNirlaba Lain

Skolahan Notobotosongo  Tibolimo
Alamat: JI. Majuterus Raya888Blumbangjera99923Iindonesia
Telepon:020¢ 302020Fax:020¢ 393098¢ Emait skola@yayasan.com

Nomor : 73/YSN/08/2017
Hal cUSUL..
Lampiran 1 X0 X X X X Xokubnen.

Kepadayangterhormat,

Menteri Riset, Teknologidan PendidikaTinggi
JI. Pintu Senayan

Jakarta

Dengan hormat,

Melalui surat ini perkenankankami, Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Baddakum Nirlaba
lain . MENGUSUIKAN........ccciiimmiiieen e (diissesusaijenis usul), dengan
pembukaan programstudi sebagaberikut:

L. PrOQramSEUDI. ........veeeeiiiiiie ettt e e e sttt e e s et e e e b e e e e e e ebbn e e e e s anreee s
P e (0o | =100 5] 10 o | TP PP PUPPRP PPN
T o (oTe [ r=1010°5] (0o | O PP O PP UPPPP PPN
4. dst.

Bersamaini kamisampaikarX @dx X X X X dokumeén(diisi sesugjienisusul) sebagderikut:

Atasperhatian dan bantuan Bapakamisampaikan terim&asih.

Blumbangjero,... Januari 2017.
Ketua,

Prof.Dr.H.R.Notobotosongo,ST.,Emp

ty
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WILAYAH KERIA PROPINSI JAWA BARAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS! MANUSIA REPUBLIX INDONESIA
NOMOR C-00. ht. 00.01-Th. 2005 TGL. 10 JULI 2005

GRIYA IDAMAN
JL JENGKELIN 53
GUNUNG HALU - KADUNGORA 13333

TELP. (022) 277777 - 2889959

SALINAN
AKTA - PENDIRIAN YAYASAN ALAMAK
NOMOR o1
TANGGAL :12 Desember 2012

Lampiran2b: Akta Notaris PendirianBadan Penyelenggara

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN “ALAMAK”
NOMOR : 01

Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-12-2012 (dua belas Desember dua ritu

dua belas);
Pukul 14.00 WIB (empat belas Waiktu 7a Barat);
Berhadapan dengan saya, KOSIM SUKOSIM, Sarjana Hukum, Magister

Notaris di Kadungora dengan Wiayah Jabatan
Propinsi Jawa Barat, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notar's kenal dan

nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta iniz -
1. Tuan Sutisna, lahir ¢ Balubur, pada tanggal 13-11-1966 (tiga belas
Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Wiraswasta,
Warga Negara 2 wat tinggal di Sredes,
Kecamatan Ketanggungan, Kelrahan/Dess Dukuhatas, Rukun

Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor: 07;

Pemegang Kartu Tanda Pencuduk dengan Nomor Induk
Kepencudukan : 3228171311660002;

Menun:t keterangannya d2lam hal ini Bertindak: ——s-s-rmrmrmmemreee

2. Untuk diri sendiri;

b. Selaku kuasa dari dan oleh karena itu sah mewaiill untuk dan atas

nama:

- Nyonya MUSAROH, lahir di Balubur, pada tanggal 15-06-1952
(fima belas Juni seribu sembian ratus ima puiuh dua), Dagang,

Warga Negara > tinggal @i

Blusukan, Kecamatan Ketanggor, Kelurahan/Desa Ketanggoer,

Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomer : 07,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1900/939160991; -

2. Tuan H.ROSIDI, lahir &i Katupaten Brebes, pada tanggal 18-08-1968

(delapan beles Agustus seribu sembilan refus enam puiuh delagen),
Wiraswasta, Warga Negara i tinggal di K:

Bungur, Ketanggor,

Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 06, e

Desa Ketanggor, Rukun

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan : 3329161808680003; ~——rwrrrrrrmrmrseerrmsmrme e
3. Tuan ROZAKI, lahir & Kabupaten Turi, pada tanggal 26-03-1576 {dua
puluh enam Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam),
Wiraswasta, Warga Negara 5 snggal di
/Desa Agungan, Rukun Tetangga
Nomor : 05, Rukun Warga Nomor : 09; e

Turi, \gungan,

4. H.YUSUF, iahir di Kabupaten Mrebes Lor, pada tanggal 12-07-1945
(dua beles Juli seribu sembilan ratus empat puluh lima), Wiraswasta,
Warga negara Indonesia; bertempat tinggal ¢i Kabupaten Mbrebes Lor,

Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Ketanggungan, Ruiun
Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 03; ~——rrrmeeeees
Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor : §582/12499/77777; ———
Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris,
Para indas i tersetut ¢ atas, dengan ini

menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut; -
kehidupen bangsa tentama dalam bidang pendidikan serta
mengembangkan potensi-potensi yang ada, maka peru dibentuk

suatu wadah untuk
- bahwa wadah tersebut merupakan suatu badan sosial dalam bentuk

Yayasan.
- bahwa untuk mencapai tujuan dari anggota-anggotany2 tersebut

mereka telah memisahkan dari kekayaan mereka yaitu berupa uang

tunai sebesar Ro 100.000.000,- (seratus juta rupieh) yang

diperuntuikian sebagai kekayaan awal Yayasan; -
Sehubungan dari segala apa yang Ciuraikan di atas, maka par2 penghadap
dengan ini gkan telah can telah

sebuah Badan Hukum yang berbentuk YAYASAN dengan anggaran dasar
sebagai beriut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN




Lampiran2c: KeputusanPengesahatiBadan Penyelenggarsebagai Badafukum

ContohKeputusarMenkumhamTentang

Pengesahaivayasan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONBI*
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM | Y

KEPUTUSAN MENTER] LUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INlX)NEm

mbang.

Mer_ingat :

Menetapksn

sam paikan ke
memenuhi s

NOMOR : AHU.4489.AH.01.04.Tahun 2010
TENTANG
PENGESAHAN YAYASAN

ERI HUKLUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ahva, setelh ditakukan penclition terhadop Akta Pendirian Yayasan yang di
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akia tersebut telah
nhug.\mmn- distur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga

dapat disahkan;

I

PERTAMA :

KEDUA

Ac

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara
Republik Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 4132) ji -undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun
2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

Peraturan Pemerintah Republik Indoncsia Nomor 63 Tahun 2008 tenta
Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara chuh.:k
Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4894)

MEMUTUSKAN
Memberikan Pengesahan Akta Pendirian

YAYASAN DHARMA BAKTI PUTERA MUSLIM INDONESIA
NPWP : 03.068.371.8-216.000

Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudinnan Nomor 420, Rukun Tetangga 006, Rukun
Warga 001, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru,
sesua n Akta Nomor 16 tanggal 21 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Tito
Utoyo, edudukan di Kota Pekanbars.

putusan ini molai berluku scjak tanggal ditsepi

Ditetapkan di Jakana Peka
pada tanggal 25 Oktober 2010

mm K DUR JENT ERRMINISTRASI HUMJ Jal
Dg%
4

ContohBeritaNegaralentang
Pengesahah{ayasan

YAYASAN

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 11/5 - 2007 No. 38.
Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. sesuai dengan ketentuan
Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Jakarta, 27 Desember 2006

Nomor C-HT.01.09-569 Kepada Yth.

Bene g Notaris Haji Muhammad Irnawan
Famplran Darori, SH, MM
Perihal Yayasan Estu Utomo Jalan Kates Nomor 47 B

Boyolali

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 43/NOT/XI1/2006 tanggal
15 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat,
dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan
Estu Utomo, berkeduc..kan di Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten
Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 20
Oktober 2006, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian
dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH
NIP. 040039881

ContohKeputusarMenkumhamTentang
Pengesahaivyayasarfonling 1

Menimbang

KESATU

KEDUA

DICETAK PADA TANGGAL 02 Juli 2014
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-03304.50.10.2014 TANGGAL 02 Juli 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-03304.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AS-SUNNAH PADANG

+a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YUSMARNI, SH sesuai Akta Nomor.01
Tanggal 01 juli 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AS-SUNNAH
PADANG tanggal 02 juli 2014 dengan Nomor Pendlllavap 5014070213100060
telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 3, perlu
menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Pengesahan Badan Hukum Yayasan AS-SUNNAH PADANG;

MEMUTUSKAN:

= Memberikan pengesahan badan hukum:
'YAYASAN AS-SUNNAH PADANG
terkedudukan di KOTA PADANG, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 juli 2014
yang dibuat oleh Notaris YUSMARNI, SH berkedudukan di KOTA PADANG.

+ Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di jakarta, Tanggal 02 Juli 2014.
a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS! MANUSIA|

REPUBLIK INDONESIA
'DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

B eme BN

DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

ContohKeputusarMenkumhamTentang
PengesahaiYayasaifonline) 2

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR AHU-03304.50.10.2014
TENTANG
NGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
'YAYASAN AS-SUNNAH PADANG

MENTER| HUKUM DAN HAK ASAS| MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 60,000,000
2. Pendit Yayasan

FIRDAUS 1371042909720002
JONES VENDRA 1471031406750021
AHMAD DANIEL, LC 3201280202810005
MUHAMMAD ARIEF, AKX 1371031104820005
RIVO MARTIUS 1371093006830013
RAHMAT IKA SYAHRIAL, SARJANA HUKUM ISLAM 1371030507830001

DE PUTRA

YOGI SAFENLY 1371041105790003
MUHAMMAD SUBHAN H 1371091607780006
FACHRY INDRA 1371040603790006

NOVIZARDI' 1371040603790006

3. Susunan Organ Yayasan
JABATAN

FIRDAUS 1371042909720002 PEMBINA | KETUA
JONES VENDRA 1471031406750021 PEMBINA  ANGGOTA
e PEMBINA  ANGGOTA
ARIEF, AK 137 PEMBINA  ANGGOTA
PEMBINA ANGGOTA.
RAHMAT IKA SYAHRIAL,
CARIANA HURUM isLa  1371030507630001 PENGURUS  KETUA1
ARIE CANDRA DE PUTRA PENGURUS.
YOGI SAFENLY 1371041105790003 PENGURUS SEKRETARIS
SHAN H 0 KETUA.
FACHRY INDRA 1371040603790006 PENGAWAS = ANGGOTA
NOVIZARDI 137102007640003 PENGAWAS  ANGGOTA







